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ABSTRACT   

The application of the concept of Pancasila Democracy in Indonesia’s post-reform 
political system is a relevant topic for understanding the country’s evolving political 

dynamics. Pancasila Democracy, as the ideological foundation of the state, holds that 

democracy must be implemented by prioritizing the values of Pancasila, which 

emphasize deliberation to reach consensus, social justice, and respect for human 

rights. This study aims to analyze the extent to which the concept of Pancasila 

Democracy has been applied in Indonesia’s political system following the reform era, 

by assessing changes in political structures and the practice of democracy. The 

approach employed in this study is legal-normative, analyzing legislation, political 

policies, and the implementation of democracy in post-reform Indonesian political 

practice. The results of the study indicate that although there have been efforts to 

integrate Pancasila values into the political system, the implementation of Pancasila 

democracy post-reform has often been hindered by practical political interests, weak 

social control, and disparities in political representation. This study concludes that to 

realize a substantive Pancasila democracy, it is necessary to strengthen political 

institutions, increase public participation, and ensure more effective oversight of the 
implementation of political policies in Indonesia. 
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1. Pendahuluan  

Sejak berakhirnya rezim otoriter pada era sebelum reformasi, Indonesia mengalami 
transformasi besar dalam sistem politiknya, dari yang bersifat sentralistik menuju sistem yang 
lebih terbuka dan demokratis. Era pasca-reformasi memunculkan dinamika baru dalam 
praktik demokrasi di Indonesia, termasuk upaya untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip 
Demokrasi Pancasila sebagai fondasi moral dan ideologis negara (Mietzner, 2014).  

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai 
Pancasila, seperti musyawarah untuk mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, 
keadilan sosial, dan persatuan nasional. Nilai-nilai ini diharapkan memberikan arah yang jelas 
bagi praktik politik Indonesia yang unik dan berbeda dari model demokrasi Barat (Winanti, 
2016). 

Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam 
perumusan kebijakan publik dan pembentukan lembaga politik yang demokratis. Hal ini 
menjadi penting dalam konteks pasca-reformasi, ketika Indonesia berupaya memperkuat 
supremasi hukum, pluralisme politik, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai proses 
politik (Azra, 2017).  

Dalam praktiknya, penerapan Demokrasi Pancasila dipandang sebagai upaya untuk 
menyeimbangkan antara prinsip mayoritas dengan perlindungan terhadap hak minoritas. 
Konsep ini memegang posisi penting dalam upaya menjaga stabilitas politik di tengah 
heterogenitas sosial dan budaya bangsa (Ramadhan, 2019). Namun, berbagai dinamika politik 
yang terjadi pasca-reformasi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Demokrasi Pancasila 
tidak selalu berlangsung mulus. Adanya kepentingan politik praktis, fragmentasi partai politik, 
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serta polarisasi sosial membuka tantangan baru dalam implementasi prinsip musyawarah dan 
mufakat yang menjadi ciri khas dari Demokrasi Pancasila (Aspinall & Berenschot, 2019).  

Keterlibatan masyarakat dalam proses politik formal, seperti pemilihan umum dan 
pembuatan kebijakan, menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan 
Demokrasi Pancasila. Partisipasi politik masyarakat pada era pasca-reformasi meningkat 
secara signifikan dibandingkan dengan masa sebelumnya, tetapi kualitas partisipasi tersebut 
masih menghadapi berbagai kendala (Liddle, 2015).  

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan Demokrasi Pancasila adalah hubungan 
antara kekuatan sosial tradisional dan struktur politik formal. Dalam banyak kasus, struktur 
kekuatan tradisional masih memengaruhi perilaku politik di tingkat lokal, yang terkadang 
bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam demokrasi modern 
(Buehler, 2016).  

Dalam konteks sistem politik Indonesia, partai politik memegang peranan sentral 
sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah. Namun, tantangan seperti fragmentasi 
internal partai, dominasi elit tertentu, serta loyalitas pragmatis seringkali menghambat partai 
politik dalam menerapkan nilai-nilai Demokrasi Pancasila secara konsisten (Warburton, 
2010).  

Selain itu, korupsi dan praktik politik transaksional merupakan ancaman serius 
terhadap implementasi Demokrasi Pancasila karena merusak prinsip keadilan sosial dan 
integritas lembaga politik. Upaya antikorupsi menjadi bagian penting dalam memahami 
ketidakseimbangan antara nilai demokrasi formal dengan praktik politik yang terjadi (Aspinal 
& Mietzner, 2015).  

Penegakan hukum dan supremasi konstitusi menjadi faktor kunci dalam memastikan 
bahwa politik Indonesia pasca-reformasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi 
Pancasila. Ketika supremasi hukum lemah, praktik politik cenderung mengakomodasi 
kepentingan tertentu yang berpotensi mengabaikan norma demokrasi yang adil dan 
transparan (Butt, 2011).  

Musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan merupakan salah satu unsur 
penting dalam Demokrasi Pancasila yang diharapkan mampu mengatasi konflik politik melalui 
dialog dan konsensus. Namun, dalam praktik modern, musyawarah sering kali tergeser oleh 
logika mayoritas dan mekanisme pemungutan suara, yang dapat mengurangi aspek mufakat 
dalam politik Indonesia (Hadiz & Robison, 2018).  

Peningkatan akses informasi dan peran media sosial dalam politik Indonesia juga 
memberikan dampak besar terhadap dinamika demokrasi. Di satu sisi, media sosial 
memperluas ruang partisipasi politik; namun di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak 
akurat dapat memengaruhi kualitas keputusan politik dan memperlemah nilai musyawarah 
yang rasional (Anwar, 2017).  

Partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam politik juga merupakan indikator 
penting bagi keberhasilan Demokrasi Pancasila. Meskipun telah terjadi peningkatan 
representasi perempuan dalam lembaga legislatif, berbagai hambatan struktural masih 
menghalangi keterlibatan mereka secara penuh dalam proses politik (Bauer & Echegaray, 
2020).  

Lebih jauh, penegakan etika politik dan integritas pejabat publik juga penting untuk 
memastikan bahwa proses politik tidak hanya terbuka tetapi juga adil dan akuntabel. Ketika 
etika politik diabaikan, praktik politik cenderung menimbulkan disinformasi dan distorsi yang 
menjauhkan dari nilai-nilai Demokrasi Pancasila (Armando, 2019).  

Pentingnya pendidikan politik yang diinformasikan oleh nilai-nilai Pancasila juga tidak 
bisa diabaikan. Pendidikan politik yang kuat mampu meningkatkan kesadaran masyarakat 
akan hak dan kewajiban politiknya, sekaligus mendukung terciptanya kultur politik yang 
demokratis sesuai dengan karakter bangsa Indonesia (Effendi, 2020).  

Konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah Indonesia pasca-reformasi juga 
menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila sangat nyata. Konflik 
sosial ini sering kali mencerminkan ketidakharmonisan antara norma formal demokrasi dan 
nilai-nilai kultural lokal, sehingga perlu adanya pendekatan inklusif dalam penyelesaian 
konflik (Sidel, 2014).  
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Di tingkat pemerintahan lokal, implementasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila juga 
menunjukkan variasi yang signifikan, tergantung pada kapasitas institusi serta dukungan 
masyarakat. Beberapa daerah mampu menerapkan musyawarah dan keterbukaan, sedangkan 
yang lain masih mengalami hambatan karena dominasi kelompok tertentu atau rendahnya 
partisipasi masyarakat (Hadiz, 2015).  

Permasalahan lain yang muncul dalam studi tentang Demokrasi Pancasila adalah 
hubungan antara modernitas dan budaya politik tradisional. Cultural embedding 
demokratization menunjukkan bahwa adaptasi nilai demokrasi tidak dapat lepas dari konteks 
budaya lokal; oleh karena itu, Demokrasi Pancasila menjadi model penting untuk memahami 
karakter unik demokrasi Indonesia (Mietzner & Muhtadi, 2018). Dengan demikian, penelitian 
mengenai penerapan konsep Demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia 
pasca-reformasi menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika politik nasional saat ini. 
Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta memperkaya 
literatur ilmu politik Indonesia dalam menyikapi tantangan demokrasi yang terus 
berkembang. 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus sebagai 
metode utama untuk menganalisis penerapan konsep Demokrasi Pancasila dalam sistem 
politik Indonesia pasca-reformasi. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus penelitian 
ini adalah pada pemahaman dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta 
praktik hukum yang berlaku dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya setelah 
reformasi. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dinamika penerapan Demokrasi 
Pancasila dalam konteks politik Indonesia pasca-reformasi, serta peran institusi politik, partai 
politik, dan masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut (Agustino, 2019).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen hukum, peraturan 
perundang-undangan yang relevan, serta keputusan-keputusan politik dan kebijakan pasca-
reformasi. Selain itu, wawancara dengan praktisi politik, akademisi, dan sejumlah pihak yang 
terlibat dalam proses politik pasca-reformasi di Indonesia juga dilakukan untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan dan pencapaian penerapan Demokrasi 
Pancasila. Data sekunder yang diperoleh berupa literatur terkait dengan sejarah, prinsip, dan 
aplikasi Demokrasi Pancasila serta teori demokrasi yang ada (Setiawan & Putra, 2020).  

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada 
pemahaman mendalam terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di Indonesia pasca-
reformasi. Peneliti menganalisis bagaimana nilai-nilai Demokrasi Pancasila diterapkan dalam 
berbagai kebijakan politik, serta mengevaluasi kesenjangan antara teori dan praktik 
demokrasi yang ada. Dalam hal ini, analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara 
tujuan dan realitas implementasi Demokrasi Pancasila, serta menilai apakah prinsip-prinsip 
tersebut mampu menghadapi tantangan politik yang muncul pasca-reformasi (Rosyidi, 2020).  

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang 
dapat memperkuat penerapan Demokrasi Pancasila di Indonesia. Rekomendasi ini akan 
mengedepankan penguatan partisipasi politik, sistem pemilihan yang lebih inklusif, serta 
peningkatan transparansi dalam pembuatan kebijakan publik untuk mendukung tercapainya 
demokrasi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia (Haryanto & Pramono, 2021). 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep Demokrasi Pancasila 
dalam sistem politik Indonesia pasca-reformasi, yang menunjukkan bahwa meskipun 
Demokrasi Pancasila masih menjadi dasar ideologi negara, penerapannya dalam praktik 
politik Indonesia pasca-reformasi mengalami berbagai tantangan. Salah satu temuan utama 
adalah adanya ketimpangan antara nilai-nilai Demokrasi Pancasila yang menekankan 
musyawarah untuk mufakat, dengan implementasi demokrasi berbasis suara mayoritas dalam 
pemilihan umum dan pengambilan keputusan politik. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan 
antara prinsip demokrasi yang seharusnya diutamakan dan dinamika politik yang terjadi, yang 
sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis (Mietzner, 2014).  
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Meskipun musyawarah untuk mufakat adalah prinsip utama dalam Demokrasi 
Pancasila, praktik politik di Indonesia pasca-reformasi lebih banyak mengutamakan sistem 
pemilihan berbasis mayoritas, yang mengarah pada polarisasi politik. Pada banyak 
kesempatan, proses legislasi dan pengambilan keputusan politik justru mengabaikan prinsip 
musyawarah yang mengedepankan dialog dan konsensus. Hal ini terlihat dari beberapa 
kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, di mana keputusan sering kali lebih didorong oleh 
kekuatan mayoritas politik, mengurangi ruang untuk pencapaian mufakat (Aspinall & 
Berenschot, 2019).  

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun sistem politik Indonesia telah 
mengalami kemajuan signifikan dalam hal kebebasan berpendapat dan partisipasi politik, 
masih terdapat kendala yang menghambat penerapan demokrasi secara substansial. Salah 
satunya adalah dominasi kelompok elit yang mengontrol kebijakan dan mengurangi 
representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini mempengaruhi 
pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan pengakuan 
terhadap hak asasi manusia, serta mengurangi kualitas demokrasi Indonesia (Buehler, 2016).  

Dalam praktik politik pasca-reformasi, partai politik di Indonesia memegang peranan 
penting sebagai perantara antara rakyat dan pemerintah. Namun, temuan penelitian 
menunjukkan bahwa fragmentasi partai politik, baik dalam hal ideologi maupun tujuan politik, 
menghambat penerapan Demokrasi Pancasila yang mengedepankan persatuan dan kesatuan. 
Selain itu, persaingan antara partai politik lebih sering didorong oleh kepentingan jangka 
pendek daripada komitmen pada nilai-nilai Pancasila yang seharusnya mendasari setiap 
kebijakan politik (Liddle, 2015).  

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Demokrasi Pancasila juga dipengaruhi oleh 
kekuatan sosial tradisional yang masih sangat dominan dalam beberapa aspek kehidupan 
politik di Indonesia. Di beberapa daerah, pengaruh tokoh adat dan kelompok-kelompok 
tertentu menyebabkan pengambilan keputusan lebih mengutamakan kepentingan kelompok 
daripada mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip dasar demokrasi. Hal ini 
menunjukkan bahwa Demokrasi Pancasila menghadapi tantangan dalam menjaga 
keseimbangan antara nilai-nilai demokrasi formal dan dinamika sosial kultural yang ada di 
Indonesia (Hadiz, 2015).  

Selain itu, meskipun Indonesia sudah memiliki kebijakan yang mendorong inklusivitas 
politik, representasi perempuan dan kelompok minoritas dalam politik Indonesia masih 
terbatas. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada peningkatan jumlah 
perempuan yang terpilih dalam lembaga legislatif, masih terdapat hambatan struktural yang 
menghalangi keterlibatan mereka secara maksimal dalam proses politik. Hal ini menunjukkan 
bahwa prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya 
terimplementasi dalam kehidupan politik Indonesia, terutama dalam hal pemerataan akses 
dan partisipasi politik (Bauer & Echegaray, 2020).  

Meskipun Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam 
pengambilan keputusan politik, realitasnya partisipasi politik di Indonesia pasca-reformasi 
masih mengalami ketimpangan. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak 
politik mereka, sementara sebagian lainnya merasa apatis terhadap proses politik yang 
berlangsung. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memperkuat Demokrasi Pancasila, 
pendidikan politik yang lebih efektif dan inklusif sangat diperlukan untuk meningkatkan 
kesadaran dan partisipasi politik masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan 
kualitas demokrasi Indonesia (Mietzner, 2014).  

Penerapan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan politik 
pasca-reformasi juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan kenyataan. Seringkali, keputusan 
politik dibuat melalui mekanisme voting yang mengutamakan suara mayoritas, yang 
mengabaikan prinsip musyawarah sebagai ciri khas Demokrasi Pancasila. Ketidakselarasan ini 
dapat dilihat dalam berbagai kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah yang terkesan 
memaksakan kepentingan kelompok mayoritas tanpa mempertimbangkan kepentingan 
kelompok minoritas (Warburton, 2010).  

Dalam hal pengawasan terhadap pemerintah, meskipun terdapat lembaga-lembaga yang 
memiliki fungsi pengawasan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sistem 
pengawasan politik di Indonesia masih memiliki kelemahan. Ketidakefektifan pengawasan 
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sering kali disebabkan oleh peran oligarki politik yang memiliki pengaruh besar terhadap 
proses pembuatan kebijakan. Hal ini mempengaruhi kemampuan Demokrasi Pancasila untuk 
memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak 
rakyat dan bukan sekadar kepentingan elit politik (Mietzner & Muhtadi, 2018).  

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun prinsip keadilan sosial merupakan 
salah satu nilai utama dalam Demokrasi Pancasila, masih ada kesenjangan sosial yang 
signifikan di Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, seperti 
pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi masalah besar di banyak daerah. Hal ini 
mengindikasikan bahwa Demokrasi Pancasila belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi 
seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di kalangan kurang mampu (Sutopo & 
Ariani, 2021).  

Secara keseluruhan, penerapan Demokrasi Pancasila dalam sistem politik Indonesia 
pasca-reformasi menghadapi berbagai tantangan besar. Meskipun prinsip dasar Demokrasi 
Pancasila masih dijunjung tinggi, banyak faktor politik, sosial, dan budaya yang menghambat 
penerapan prinsip tersebut secara maksimal. Untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang 
sesungguhnya, dibutuhkan upaya serius dalam memperkuat sistem politik, meningkatkan 
partisipasi masyarakat, dan memperbaiki kelembagaan politik di Indonesia. 

4. Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai Demokrasi Pancasila masih 
dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia pasca-reformasi, penerapannya dalam praktik 
politik sehari-hari menghadapi banyak tantangan. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang 
menjadi dasar Demokrasi Pancasila sering kali terabaikan dalam proses pengambilan 
keputusan yang lebih mengutamakan suara mayoritas. Hal ini menciptakan ketimpangan 
antara harapan untuk mencapai konsensus dan realitas demokrasi berbasis mayoritas yang 
berkembang di Indonesia. Meskipun demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan pesat 
pasca-reformasi, kualitas partisipasi politik dan pengambilan keputusan masih dipengaruhi 
oleh kepentingan politik praktis dan fragmentasi partai politik. 

Penerapan Demokrasi Pancasila juga menghadapi kendala dalam hal representasi sosial 
dan politik, terutama dalam memastikan inklusivitas bagi kelompok minoritas dan perempuan. 
Meskipun terdapat kemajuan dalam keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, namun 
tantangan struktural yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam proses politik masih 
sangat signifikan. Kesenjangan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, dan hambatan-hambatan 
dalam sistem politik mengurangi efektivitas nilai keadilan sosial dalam Demokrasi Pancasila, 
yang seharusnya memastikan pemerataan akses bagi semua pihak. 

Untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya, perlu ada penguatan 
institusi politik, peningkatan partisipasi politik, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap 
praktik-praktik politik yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. 
Reformasi sistem politik harus dilanjutkan dengan penekanan pada implementasi nilai-nilai 
Pancasila yang substansial, sehingga demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih inklusif 
dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 
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